
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri l)alam Negeri Nomor 33 
Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Dae rah Tahun Anggaran 2018, 
pendapatan dacrah yang bcr sumber dari bantuan keuangan, 
baik yang bersifat umum maupun bcrsifat khusus ynng diterima 
dari pemcrintah provinsi atau pernerintah kabupaten/kota 
lainnya dianggarkan dalarn APBD penerima bantuan, sepanjang 
sudah dianggarkan dalam APBD pernberi bantuan, apabila 
pendapatan daerah yang bcrsumbcr dari banruan keuangan 
tersebut diterima setelah peraruran daerah tcntang Af'BD 
Tahun Anggaran 2018 ditct.apkarr, maka 1-'emerintah Daerah 

a. bahwa sehubungan dcngan Surat Gubernur -Jawa Tengah 
Nornor 900/0002619 ianggal 5 Pebruari 2018 ientang 
Penyarnpaian Alokasi Belanja Bantuan Kcuarigan APBD Provinsi 
Jateng Tahun Anggaran 2018 kepada Kabupaten/Kota dan 
Pernerintahan Dcsa, Peraturan Menteri Pcrtanian Nornor 
45/Pcrmcntan/RC.120/ 12/2017 tentang Pctunjuk Operasional 
Pcnggunaan Dana Alokasi Khusus 13idang Pcrtanian, Peraturan 
Menreri Pe ndidikan dan Kcbudayaan Re::plJblik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2018 tanggal 3 l Januari 2018 tcntang Pcrunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 
2018 serta beberapa hal urgcn lainnya yang rnernbutuhkan 
pergeseran rckcning bclanja APBD, maka diperlukan beberapa 
penyesuaian: 

WALIKOTA PEKALONG/\N, 

OENG/\N RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PF:RUBAIIAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 51 TAHUN 
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAl\ PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA PEKAL,ONGAN TAHUN /\NGG/\RAN 2018 

TENT ANG 

PERATURAN WALJKOTA PF.:l(ALONC,AN 
NOMOR 23 TAHUN 2018 

\IJ ALIKOTA PEKALONG/\N 
PROVlNSI JAWA TENGAH 



l. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19:,0 ientang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Bcsar dalarn Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dacrah lstimewa 
Jogjakarta, scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nom01· 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pcrnbern ukan Kota-kota 
Bcsar dcH1 Kota-Kota l<ctjil di Djawa (Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun I 954 Nornor 40, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lembaran :'-:egara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pernerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24'1, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagairnana tclah diubah beberapa kali tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang 
Perubahan Kcdua Atas Undung-Undang Nornor 23 Tahun 2014 
tentang Pcrncrintahan Dacrah (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1988 tcrnang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan, dan 
Kabupaten Daerah T'ingkat II Batang (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3381); 

Walikota tentang Per ubahan Atos Peraturan Walikota 
Pekalongan Nornor 51 Tahun 2017 ten tang Penjabaran . 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kota Pekalongan 
Tahun Anggaran 2018; 

pcrtirnbangan scbagairnana dimaksud 
huruf b, perlu menctapkan Peraturan 

bahwa bcrdasarkan 
dalam huruf a, dan 

e. 

perubahan Peraturan Kepala Dacrah tentang pcnjabaran 
./\PBD Ta hun ./\nggaran 20 l 8 dengan pernberitahuan kepada 
Pimpinan DPRD, unruk sclanjutnya ditampung dalarn 
Pcraturan Dacrah tentang Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2018; 

bantuan 
terlebih 

rnenyesuaikan alokusi 
dimaksud dcngan 

kcuangan bersifat 
dahulu melakukan 

harus 
khusus 

Mengingat 



Anggaran Pendapacan dan Bclanja Daerah Kola Pckalorigan Tahun Anggaran 
2018 dcngan rincian scbagai berikut: 
a. Pendapatan: 

l. Pendapatan Asli Dacrah Rp. 190.122.986.000,00 
2. Dana Perimbangan Rp. 59 I 483.983.000,00 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah Rp. 125.002.774.000,00 
.Jurnlah Pendapatan · Rp. 906.609.725.000,00 

l. Kctcntuan Pasal 1 diubah sehingga bcrbunyi sebagai bcrikut: 

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Walikota Pckolongan Nornor 51 Tahun 
2017 ten Lang Penjabaran Anggaran Pendapatan don Belanja Dacrah Kota 
Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Bcrita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 
Nomor 51), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN WAL.IKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATlJRAN WALIKOT/\ NOMOR 51 TAJJUN 2017 TF:NTANG 
PENJABARAN A 'GGARAN PEND/\PATA:-J DAN BELANJA 
DAERAH KOTA PP-KALONOAN TA HUN ANOOARAN 2018. 

I. Peraturan Mcnteri Dalarn Ncgcri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pcngclolaan Keuongan Daerah, scbagairnana tclah 
diubah bcbcrapa kali tcrakhir dengan Pcraruran Mentcri 
Dal am Ncgcri Norn or 21 Tahun 2011 ten tong Per ubahan 
Kcdua Alas Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pcdornan Pengelolaan Keuangan Dacrah; 

2. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Bcrita Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2017 Nomor 51 ); 

6. Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 
Provins! .Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tcngah Tahun 2017 Nomor 12); 

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah Kuta 
Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Lcmbaran Dacrah Kuta 
Pckalongan Tahun 2017 Nomor 18); 

Menetapkan 

Mcmperhatikan 



Perubahan sebagaimana climaksud dalarn Pasal 1 terdapat pada : 
a. Urusan Kcuangan pada Saluan Kerja Pengclola Keuangan Daerah dan Sadan 

Keuangan Daerah; 
b. Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Sekrctariat Dacrah; 
c. Urusan Kesehatan pada Dinos Kesehatan; 
d. Urusan Pekerjaan Umum dan Pcnataan Ruang pada Dinas Pekcrjaan Umum 

dan Pcnataan Ruahg; 
e. Urusan Pcmberdayaan Masyarakat Dan Deso pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakac, Perempuan Dan Perlindungan Anak; 
f. Urusan Pcrtanian pada Dinas Pertanian dan Pangan; 
g. Urusan Lingkungan Hid up pada Dinas Lingkungan Hidup, 

Pasal IA 

2. Diantara Pasal l dan Pasal 2 disisipkan l (satu) Pasal baru yait u Pasal l A, 
sehingga berbunyi sebagai bcrikut: 

0,00 Rp. 

Rp. 32.600.000.000,00 

Rp. 43.000.000.000,00 
Rp. 10.400.000.000,00 

Rp. 939.209. 725.000,00 
Rp. 32.600.000.000,00 

Rp. 700.000.000,00 
Rp. 2.000.000.000,00 
Rp. 372.401.709.000,00 

Rp. 24 .571.379 .000,00 
Rp. 383.413.249.000,00 
Rp. 156.600.401.000,00 
Rp. 564.585.029.000,00 

Rp. 340.750.526.000,00 
Rp, 22.780.170.000,00 
Rp. 8.394.000.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkcnaan 

.Jurnlah Pembiayaan Netto 

c. Pembiayaan: 
l. Pencrirnaan 
2. Pengeluaran 

Jumlah Belanja 
~1·1~l1As I (Defisit) 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pcgawai 
b) Belanja Barang dan Jasa 
c) Belanja modal 

b. Belanja: 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) 13elanja Pegawai 
b) Belanja Hibah 
c) Belanja Bantuan Sosial 
d) Bclanja Bantuan Kcuangan 

kepada Prov/Kab/Kota & 
Pernerintahan Desa 

e) Bela nja Tidak Tcrduga 



M. SAGLANY MACHFUDZ 

Ditetapkan di Pckalorigan 
pad a tanggal 21 Maret 2018 

Agar setiap orang mcngetahuinya, mcrncrintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penernpatannya dalam Bcrita Daerah Kota Pekalongan. 

Peraturan Walikota ini rriulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Pelaksanaan perubahan pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang diretapkan dalam Peraturan Walikota ini diruangkan lebih 
lanjut dalam perubahan dokurncn pelaksanaan anggaran satuan kerja 
pcrangkat daerah sesuai dengan kctcntuan peraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 3 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah schingga berbunyi scbagai berikut: 

h. Urusan Kornunikasi dan lnformatika pada Dinas Kornunikasi dan 
lnformatika; 

1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah pada Dinas Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; 

J. Urusan Penanaman :vtodal pada Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

k. Urusan Perpustakaan pada Dinas Kear sipan dan Perpustakaan; 
I. Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Pcrikanan; 
m. Urusan Percncanaan Pembangunan pada Badan Pcrcncanaan Pernbangunan, 

Pcnelitian Dan Pcngernbangan Daerah; 
n. Urusan Penclitian dan Pengernbangan pada Badan Perencanaan 

Pernbangunan, Pcnclitian Dan Pcngcrnbangan Dacrah 
o. Urusan Fungsi Lainnya pada Sckrct ariat Dacrah, Sekrctariat DPRD 

Inspektorat dan Kccarnatan Pekalongan Timur; 
Dengan uraian sebagairnana tercaruurn dalarn Larnpiran I, Lampiran II dan 
Larnpiran lll yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari peraturan Walikota 
ini. 


